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ABSTRAK

Khairunnisa (8105142690), Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat di Biro Umum Bagian

Perlengkapan Subbagian Penyaluran dan Inventarisasi, Konsentrasi Pendidikan

Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan

Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. Laporan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan

yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. PKL bertujuan untuk

memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada

Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan

Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan (BPKP)pusat beralamt di

Jalan Pramuka No.33 Jakarta. BPKP Merupakan Lembaga Pemerintah Non

Kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan

keuangan dan pembangunan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dilaksanakan selama kurang lebih 1

(satu) bulan yang berlangsung dari tanggal 18 Juli 2016 sampai 19 Agustus 2016

dengan jam kerja 08.00-16.30WIB (Senin-Kamis) 08.00-17.30WIB (Jum’at), dan

waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB.

Tujuan Pelaksanaan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan,

pengetahuan, kemampuan, pengalaman serta keahlian mahasiswa.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas nikmatnya

penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan menyusun

laporan PKL. Pada laporan PKL ini, penulis menjelaskan hal apa saja yang telah

penulis lakukan selama pelaksanaan PKL di Biro Umum Subbagian Penyaluran

dan Inventarisasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Pusat.Banyak hal yang penulis dapatkan, baik ilmu, pengalaman, dan berekenalan

dengan orang-orang baru yang tentunya bermanfaat untuk kedepannya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang

membantu pada saat penulis mempersiapkan, melaksanakan, dan setelah selesai

melakukan kegiatan PKL ini antara lain, yaitu:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi UNJ,

2. Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi UNJ,

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi,

4. Seluruh Staf Bagian Kemahasiswaan UNJ,

5. Kedua Orang Tua Yang Selalu Memberikan Doa Dan Dukungan,

6. Keluarga Besar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan

(BPKP) Pusat, Terutama Kepada Ibu Sri Penny Ratnasari Selaku

Kepala Biro Umum, Bapak Purwanto Selaku Kepala Bagian

Perlengkapan, Bapak Hary Eka Surjanta Selaku Kasubbag Penyaluran

Dan Inventarisasi, Dan Kepada Seluruh Staf Di Bagian Biro Umum
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Lainnya, Atas Kesempatan Kerja Yang Telah Diberikan Kepada

Penulis.

7. Pihak-Pihak Lain Yang Telah Memberikan Doa,Semangat,Bantuan,

Dan Lain-Lain, Yang Tidak Dapat Penulis Sebutkan Satu Persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan PKL ini tidak luput dari

kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran

yang bersifat membangun agar kedepannya penulis dapat memperbaikinya.

Semoga laporan PKL iini memberikan manfaat dan Informasi yang baik, tak

hanya bagi penulis tetapi untuk pihak lain yang membutuhkan dan akhir kata

penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Oktober 2016

Penulis
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah Sebuah pelatihan dan

pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia Usaha atau Dunia Industri yang

relevan dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya masing masing,

dalam upaya meningkatkan mutu mahasiswa dan mutu Fakultas dan

Universitas. Dan juga untuk menambah bekal untuk masa masa mendatang

guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam

persaingannya seperti saat ini, selain itu dengan pesatnya perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak peralatan baru yang diciptakan

guna menunjang banyaknya permintaan produksi barang atau jasa yang

menimbulkan perubahan mendasar untuk mendapat pekerjaan, sehingga

tenaga kerja dituntut bukan hanya memiliki kemampuan teknis belaka,

tetapi juga harus lebih fleksibel dan berwawasan lebih luas, inovatif serta

didukung dengan keterampilan yang kompeten, maka dengan adanya

kegiatan prakerin siswa dan siswi dapat mengasah dan juga

megimplementasikan materi yang didapatkannya di sekolah langsung ke

dunia usaha atau dunia industry yang relevan dengan kemampuannya

masing masing.

Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan dapat

lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan
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dunia kerja yang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam

memasuki dunia kerja,

praktikan melakukan penganjuan permohonan PKL ke berbagai

perusahaan dan penulis memutuskan BPKP sebagai tempat untuk

menjalani kegiatan PKL dan ditempatkan pada bagian yang mengharuskan

praktikan untuk lebih detail dan rinci dalam melihat pencatatan transaksi

Barang Milik Negara dari segi aset.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Maksud PKL:

1. Mempelajari pengelolaan Barang Milik Negara secara langsung

dengan melakukan PKL di Kantor BPKP

2. Melakukan PKL sesuai dengan latar belakang pendidikan

praktikan, yaitu pendidikan Akuntansi.

Tujuan PKL:

1. Belajar mengenal kondisi nyata dunia kerja seperti lingkungan dan

pekerjaan yang harus ditemui setiap harinya dimana pekerjaan

yang dilakukan biasanya hanya dilihat teorinya saja pada saat

perkuliahan.

2. Mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik

Negara secara langsung.
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C. Kegunaan PKL

Berikut kegunaan dari diadakannya program PKL

1. Bagi Praktikan

a. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan

didalam bidang akuntansi secara langsung yang selama ini

hanya didapatkan di dalam kelas pada saat perkuliahan.

b. Melatih dan mempersiapkan diri untuk selanjutnya

berkompetisi dengan tenaga kerja lainnya nanti

c. Dapat menjalin hubungan baik antara praktikan dengan kantor

BPKP

d. Untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, yang selama ini

belum didapatkan

2. Bagi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Pusat

a. Untuk menjalin hubungan baik yang bersinergi dengan

Universitas Negeri Jakarta dan dapat memberikan keuntungan

bagi kedua belah pihak,

b. Ikut berpartisipasi dalam persiapan tenaga yang sudah terampil

dibidang akuntansi

c. Dapat melihat kemampuan potensial yang dimiliki praktikan

sehingga dapat membantu mempercepat peningkatan kerja,

atau bisa menjalin hubungan untuk nantinya praktikan dapat

bekerja pada saat telah menyelesaikan kuliah.
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3. Bagi Universitas Negeri Jakarta

a. Menjalin hubungan sinergis yang baik antara pihak universitas

dengan instansi yang memberikan kesempatan kerja kepada

mahasiswa untuk melakukan PKL

b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan

teori yang sudah didapat dibangku perkuliahan ke dalam

praktik didunia kerja

c. Memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang keadaan

didunia kerja

d. Mempersiapkan lulusan universitas yang handal dalam bidang

akuntansi

e. Memdapatkan citra baik dimata instansi tempat mahasiswa

melaksanakan PKL

D. Tempat PKL

Nama Instansi : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Alamat : Jalan Pramuka No.33 Jakarta 13120

No.Telepon : (021) 85910031

Website : www.bpkp.go.id

Bagian : Biro Umum Bagian Perlengkapan Subbagian Penyaluran

dan Inventarisasi ( Pengelolaan Barang Milik Negara )

Penulis Memilih BPKP sebagai tempat PKL karena sesuai dengan bidang

keahlian penulis yaitu Pendidikan Akuntansi.
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E. Jadwal PKL

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) mulai dari hari Senin, 18 Juli 2016 sampai dengan

hari Jumat, 19 Agustus 2016. Waktu pelaksanaan kerja PKL mengikuti

jadwal pegawai/karyawan BPKP, yaitu setiap hari kerja 08.00-16.30WIB

(Senin-Kamis) 08.00-17.30WIB (Jum’at), dan waktu istirahat pukul 12.00-

13.00 WIB.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berawal pada

tahun 1936 dengan terbitnya besluit Nomor 44 Tanggal 31 Oktober 1936 yang

menetapkan Regering Accountantadiens (Djawatan Akuntan Negara). Unit kerja

ini memiliki tugas melakukan penelitian terhadap pembukuan berbagai

perusahaan negara dan jawatan tertentu. pada tahun 1945 pasca kemerdekaan

Indonesia, Regering Accountantadeints atau Djawatan Akuntan Negara(DAN)

tetap bekerja seperti era pemerintahan Hindia-Belanda, dan berada dibawah

Theasuri Jenderal-Kementrian Keuangan. Fungsi DAN adalah sebagai alat

pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah

atas semua departmen,jawatan,dan instansi dibawah kekuasaannya. Dengan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan

Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan

ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya

dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat

Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan.

Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan

anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN

dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

6
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seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik

negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini,

khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang

pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN

ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen

(LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun

1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang

dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan

hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa

Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya

dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan

kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang

tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. Tahun 2001

dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan

Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau
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pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi,

asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai

digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat

penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa

reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU)

atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra

kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk

meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. Sesuai arahan

Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi

fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan

penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern

Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen

Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".  Pada akhir 2014,

sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Selain itu

Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan
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dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan

efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai

2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar

3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah

5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang

kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan

6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;

7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem

pengendalian kecurangan yang dapatmencegah, mendeteksi, dan

menangkal korupsi

8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan

keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang

efektif

9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan

pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.
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B. Struktur Organisasi

Unit Kerja Kedeputian/Sekretaris Utama

a) Sekretariat Utama

Sekretariat Utama BPKP adalah unsur pendukung pimpinan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala. Sekretariat Utama BPKP dipimpin

oleh Sekretaris Utama. Dalam melaksanakan tugas koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP, Sekretariat Utama

menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pelayanan administrasi perencanaan,

ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan,

hukum dan perundang-undangan, protokol, persandian, kearsipan,

perlengkapan, dan rumah tangga BPKP

2. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di

lingkungan BPKP

3. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program pembinaan

dan sertifikasi jabatan fungsional auditor, pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan BPKP

4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan akuntabilitas

kinerja BPKP.
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Penetapan kinerja Sekretariat Utama 2016 Sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan untuk

menyusun Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana

Strategis. Dalam Perjanjian Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis

dan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan,

serta target kinerjanya. Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan

menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan

kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja interim dan tahunan.

Perjanjian Kinerja tersebut berisi sasaran strategis, program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja dan

targetnya. Susunan Organisasi Sekretariat Utama terdiri dari :

1. Biro Perencanaan

2. Biro Kepegawaian dan Organisasi

3. Biro Keuangan

4. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

5. Biro Umum
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a. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha,

perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya Biro

Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan penggajian dan perjalanan dinas;

2. Pembinaan dan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;

3. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

5. Pembinaan pengadaan perlengkapan di pusat dan perwakilan;

6. Pelaksanaan urusan tata usaha perbantuan pada deputi.

b. Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisis

kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, dan

penghapusan barang milik/kekayaan negara. Dalam melaksanakan

tugas, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis dan penyusunan rencana kebutuhan barang

milik/kekayaan negara

2. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan pengadaan dan

penerimaan barang milik/kekayaan negara
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3. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan penyimpanan,

penyaluran, inventarisasi, dan penghapusan barang

milik/kekayaan negara.

c. Subbagian Penyaluran dan Inventarisasi

Subbagian Penyaluran dan Inventarisasi mempunyai tugas melakukan

pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan penyimpanan,

penyaluran, dan inventarisasi penghapusan barang milik/kekayaan

negara.

b) Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian adalah

untuk Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya

pembangunan yang berkesinambungan pada Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian serta terwujudnya akuntabilitas publik,

terciptanya aparatur yang bersih dan andal pada Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian. Unit kerja pada deputi ini adalah :

1. Pengawasan fiskal dan investasi

2. Pengawasan Produksi dan Sumberdaya Alam

3. Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri

4. Pengawasan Bidang Perekonomian Lainnya

5. Tata Usaha dan Perbantuan
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c) Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

melakukan pengawasan intern akuntabilitas Keuangan Negara dan

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN,

Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), serta Mengembangkan kapasitas pengawasan intern

pemerintah yang profesional dan kompeten  dan menyelenggarakan

sistem dukungan pengembalian keputusan yang handal bagi

Presiden/pemerintah.

d) Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Tujuan yang telah ditetapkan pada Deputi Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah adalah Meningkatkan kualitas akuntabilitas

keuangan daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik.

Serta mencapai Tercapainya efektifitas penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah daerah.

1. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Wilayah I terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung,

Lampung, dan Kalimantan
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2. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Wilayah II terdiri dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa

Tengah, Jawa Timur, Bali, dan DI Yogyakarta

3. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Wilayah III terdiri dari meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku, dan Irian Jaya

e) Deputi Bidang Akuntan Negara

Deputi Bidang Akuntan Negara merupakan salah satu Deputi Teknis

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sebagai salah satu unit dari BPKP, Deputi Bidang Akuntan Negara

berkewajiban memberikan kontribusi di bidang pengawasan pada

sektor korporasi negara bagi pelaksanaan tugas BPKP dalam rangka

pencapaian visi dan misi BPKP. Menurut Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014, Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas

membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern

pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan

usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan

keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
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f) Deputi Bidang Investigasi

Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di

bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk

program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian

harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit

penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan

ahli.

UNIT KERJA PUSAT

a) Inspektorat

Inspektorat BPKP adalah auditor intern dari unit organisasi BPKP

yang secara sadar, patuh pada suatu standar dan etika profesi dan

meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses

tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian intern, guna

mendukung pencapaian visi dan misi BPKP. Sebagai Auditor Intern

BPKP, maka ruang lingkupnya adalah seluruh unit kerja yang ada di

lingkungan BPKP meliputi unit kerja eselon I, unit kerja eselon II

mandiri, dan organisasi lain dimana BPKP memiliki kepentingan di

dalamnya.

b) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Yaitu bertugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan

koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan. dalam
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pasal 241 Keputusan Kepala BPKP tersebut dinyatakan bahwa dalam

melaksanakan tugas sebagaimana pasal 240, Puslitbangwas BPKP

menyelenggarakan fungsi Analisis kebutuhan dan penyusunan program

penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan

pengembangan,pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan,

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan dan hasil penelitian dan

pengembangan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan urusan

rumah tangga.

c) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Bertugas untuk Melaksanakan Penyelenggaraan, Pembinaan dan

Koordinasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Serta berfungsi untuk

Penyusunan Program Diklat Kedinasan, Fungsional dan Teknis

Perencanaan, Penyusunan dan Pengembangan Materi Diklat

Fungsional dan Teknis, Perencanaan Kebutuhan dan Pembinaan

Widyaiswara dan Instruktur, Penyelenggaraan, Pembinaan dan

Koordinasi Kegiatan Diklat Pembentukan, Pengembangan dan

Penjenjangan JFA serta Diklat Teknis, Penetapan Persyaratan dan

Pemberian Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Pembentukan dan

Penjenjangan JFA, Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pendidikan dan

Pelatihan serta penyusunan laporannya dan pengelolaan Kepegawaian

dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Keuangan, Barang

Milik/Kekayaan Negara dan Urusan Rumah Tangga.



18

d) Pusat Informasi Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program

pengelolaan data dan informasi, pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data dan informasi, penyiapan kompilasi analisis hasil

pengawasan, serta penyelenggaraan administrasi basis data dan

menyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi,

teknologi informasi, dan pemberian dukungan kepada pengguna.

e) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan penelaahan dan penyusunan

peraturan, standar, pedoman, program pembinaan, dan pelaksanaan

sertifikasi serta evaluasi pelaksanaan sertifikasi, angka kredit, dan

efektivitas tim penilai jabatan fungsional auditor di lingkungan BPKP

dan APIP lainnya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pusbin

JFA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pembinaan JFA;

2. Penelaahan dan penyusunan peraturan, standar dan pedoman JFA;

3. Penyusunan materi ujian Jabatan Fungsional Auditor;

4. Pengelolaan data Pejabat Fungsional Auditor;

5. Pelaksanaan seleksi dan penentuan kelulusan peserta pendidikan

dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor;

6. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sertifikasi, penilaian

angka kredit, dan efektivitas tim penilai.
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UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP

a) Wilayah Sumatera: Aceh, Sumatera Utara,Sumatera Barat,

Riau,Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,

Bengkulu, Lampung.

b) Wilayah Jawa : Daerah Khusus Ibukota ,Banten, Jawa Barat, Jawa

Tengah, DIY, Jawa Timur

c) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara:Bali,NTB,NTT

d) Wilayah Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan, Kalaimantan Tengah

e) Wilayah Sulawesi: Gorontalo,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Utara, ulawesi Tenggara,Sulawesi Barat

f) Wilayah Maluku dan Papua : Maluku, Maluku Utara, Papua,

Papua Barat

C. Kegiatan Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP)

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP

menyelenggarakan fungsi:
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1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan

yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara

berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung

jawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas

pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan

aset negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan

ahli,dan upaya pencegahan korupsi;

6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-

sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
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7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah

pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan

atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi

jabatan fungsional auditor;

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di

bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi

hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

BPKP; dan

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga.
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BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Pada saat pelaksanaan Praktek kerja lapangan penulis ditempatkan

pada unit kerja Sekretariat Utama Biro Umum Bagian Perlengkapan

Subbagian Penyaluran  Dan Inventarisasi. Praktikan Mendapat

bimbingan dari bapak Hary Eka Surjanta selaku Kasubbag Penyaluran

dan Inventarisasi, beliau menjelaskan tentang pembangian kerjanya yaitu

tentang pengelolaan persediaan dan tentang pengelolaan aset dan disini

praktikan ditempatkan pada bagian pengelolaan aset

Pengeolaan aset dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara dalam peraturan

tersebut meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran,

Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan,

Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,

Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian. Sehingga

bidang kerja pada Subbagian Penyaluran dan Inventarisasi ialah

melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan tersebut diatas

22
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B. Pelaksanaan Kerja

Pada saat praktikan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat sedang

melakukan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang milik negara (BMN)

sehingga praktikan ditugaskan untuk mengerjakan:

1. Membandingkan data BMN pada laporan Barang Kuasa Pengguna

(LBKP) yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Barang (UAKPB) dengan Laporan Barang Pengguna yang disusun

oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPB) per-tanggal 30

Juni 2016.

2. Menginput data (Restore) Rekonsiliasi Barang Milik Negara

(BMN) pada perwakilan BPKP disetiap Provinsi di Indonesia ke

aplikasi SIMAK BMN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

dengan diberi username dan password untuk melakukan login,

dengan melihat berita acara yang dibuat masing-masing perwakilan

sebagai bahan penyususnan laporan BMN dan LKPP semester 1.

3. Melakukan verifikasi data pada bagian aset (Tanah, bangunan,

jalan, irigasi, aset tetap lainnya, aset tak berwujud dan aset lain-

lain),

4. Melakukan validasi data BMN dari aplikasi SIMAK BMN ke

Microsoft Excel (Intrakomtabel).
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5. Restore data aset BMN Milik unit kerja pusat BPKP yaitu

Pusdiklatwas, Puslitbangwas, Pusinfowas, Pusbin JFA, dan

Inspektorat.

6. Menyusun Bar Validasi Barang Milik Negara yang terdiri dari 5

perwakilan dari kantor pusat dan 33 Perwakilan provinsi Priode

Semester 1.

Setelah kegiatan Rekonsiliasi berakhir penulis melakukan berbagai

pekerjaan pokok yang memang dilakukan pada subbagian Penyaluran dan

Inventarisasi, yaitu:

1. Melakukan validasi sertifikat tanah milik BPKP agar memastikan

jenis dan nomor serifikat tanah keterangannya sesuai dengan luas

tanah, pemegang hak, nomor surat,ukuran, gambar,dan lokasi

sesuai dengan fotokopinya tanpa adanya perubahan yang nantinya

akan ditandatangani oleh Kepala Biro Umum. Pekerjaan ini sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2014 tentang

Inventarisasi dan dijelaskan dalam pasal 56 yaitu “Pengelola

Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam

penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.”

2. Membuat Surat perjanjian pemindahtanganan tanah dan bangunan

milik BPKP yang berlokasi dihayam wuruk kepada Kementerian

Keuangan. Surat perjanjian ini memuat kersetujuan, dan sesuai

dengan Pasal 4 yaitu “memberikan persetujuan atas usul
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Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada

Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri

Keuangan”

3. Mengedit surat sertifikat tanah yang telah dibuat diatas sesuai

dengan Catatan mutasi Perubahan (CMP).

4. Membuat daftar BMN yang berbentuk Aset (Kendaraan Roda

Empat), dan memvalidasi Daftar BMN yang berbentuk kendaraan

roda dua. (Termasuk dalam penatausahaan).

5. Membuat Nota dinas Perjanjian Penggunaan Sementara gedung

milik BPKP yang berlokasi di Hayam Wuruk untuk digunakan

oleh h Kementerian Keuangan RI, surat ini dibuat agar ada bukti

peminjaman aset yang diberikan oleh BPKP dalam jangka waktu 3

tahun. (Terdapat dalam pasal 46 tentang pemanfaatan oleh pihak

lain).

6. Membuat surat persetujuan pengahapusan BMN milik BPKP

(Pasal 81)

7. Membuat surat  permohonan penetapan ststus penggunaan BMN

8. Membuat laporan pengguna barang semester 1

9. Membuat Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung

(SPTMHL) Tanah dan Surat Ringkasan Hibah (Grant Summary)

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Papua Barat.

(Pasal 68-71)
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10. Membuat Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung

(SPTMHL) Gedung musholla beserta barang inventaris, dan Surat

Ringkasan Hibah (Grant Summary) Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur.(Pasal 68-71).

Karena pengelolaan aset dan persedian di Subbagian Penyaluran  Dan

Inventarisasi berada dalam satu ruangan, maka praktikan juga

mengerjakan beberapa pekerjaan mengenai persedian diantaranya:

1. Pencatatan persediaan pada kartu gudang, pencatatan timbul akibat

adanya permintaan barang dari unit kerja lain pada bagian

penyaluran dan inventarisasi seperti pengajuan permintaan ATK.

2. Menginput data Stock Opname semester 1 Per tanggal 30 Juni

2016

3. Mencatat persediaan barang masuk (Belanja barang)

4. Membuat surat persetujuan penghapusan persediaan Milik BPKP

C. Kendala yang dihadapi

Selama menjalani PKL ada hal yang menjadi kendala penulis ditempat

Praktek kerja tersebut, namun kendala tersebut dapat menjadi pelajaran

dan pengalam baru yang bisa dipelajari dan menjadi pengalaman dalam

melakukan pekerjaan yang selanjutnya. Kendala tersebut antara lain:
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a. Penulis belum mengetahui mekanisme Rekonsiliasi yang sedang

berlangsung sehingga baru mngetahui akun-akun yang dilakukan

penyesuaian didalamnya. Sehingga pada saat melakukan restore

data pada aplikasi simak bmn penulis harus teliti melihat satu

persatu akun akun yang ada dan menyesuaikan saldo-saldonya dan

memastikan jumlahnya sesuai dengan berita acara validasi.

b. Pengetahuan mengenai Akuntansi Pemerintahan yang terbatas,

karena belum mendapatkan mata kuliah tersebut, sehingga penulis

selalu bertanya apabila ada hal-hal yang belum diketahui

c. Penulis belum pernah menggunakan software simak bmn, sehingga

pada saat awal penggunaannya penulis dibimbing mengenai

dibagianmana harus dibuka bagian-bagian nya karena letak

semester 1 dan 2,neraca, beban, ekstrakomtabel,intrakomptabel

berbeda.

d. Pada saat melakukan restore ditemukan perbedaan jumlah saldo

antara berita acara validasi data dengan Laporan Barang Kuasa

Pengguna (LBKP) yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB) dan dengan Laporan Barang

Pengguna yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

(UAPB) sehingga harus dilakukan pengecekan dan penghitungan

ulang oleh kepala subbagian penyaluran dan inventaris

e. Selalu berubahnya isi surat perjanjian membuat praktikan harus

mengedit surat berkali-kali karena dikhawatirkan ada kekeliruan
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f. Pada saat pencatatan persedian barang yang dilakukan rutin setiap

hari kadang kala masih salah melakukan pencatatan sumber

permintaan, dan jumlah permintaan pada kartu gudang sehingga

harus dikembalikan melalui pencatatan barang masuk karena tidak

boleh ada koreksi berupa pencoretan.

D. Cara Mengatasi Kendala

a. Banyaknya orang yang sangat berkompeten dibidang Akuntansi di

BPKP membuat penulis tidak kesulitan dalam bertanya dan

menggali informasi mengenai sistem akuntansi pemerintahan,

penetapan anggaran, pengelolaan  keuangan, hingga metode

pencatatan keuangan.

b. Orang-orang yang handal mengenai teknologi membuat sistem

yang baru ditemui menjadi mudah dipahami dan dipelajari,

kapasistas untuk mengaksespun tidak sulit karena tidak

memerlukan jaringan internet karena merupakan sistem offline dan

username dan password tidak ada kesulitan pada saat melakukan

login.

c. Apabila pada saat melakukan Restore data terdapat perbedaan

jumlah saldo dineraca maka kita segera melapor untuk nantinya

ditanyakan pada badan perwakilan yang bersangkutan, dan

biasanya akan dilakukan pengecekan dan penghitungan ulang

sehingga nanti nya akan sama seperti yang di restore ke SIMAK

BMN.
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d. Adanya pedoman pembuatan surat membuat penulis bisa

mengikuti standar ketentuannya.

e. Dalam kesalahan pencatatan stock persediaan pada kartu gudang,

cara untuk meminimalisir kesalahan nya adalah dengan

menghitung sisa jumlah barang yang ada apakah sesuai jumlahnya

dengan yang tertera dikartu gudang atau tidak. Dan biasanya

pegawai BPKP yang bertugas pada pengelolaan persediaan akan

melakukan penginputan data sisa barang pada sistem persedian.
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BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Selama kurang dari 1 bulan praktikan melakukan Praktek Kerja Lapangan

di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), praktikan

dapat menyimpulkan bahwa kegiatan PKL ini sangat berguna dimana:

1. Praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki karena

sesuai antara kemampuan yang praktikan miliki dibidang

akuntansi, yang didapat selama kegiatan perkuliahan dengan

bidang kerja yang dijalani

2. Praktikan dapat mengetahui mengenai apa saja yang harus

dilakukan ketika akan melakukan pengelolaan barang milik negara

3. Praktikan dapat mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dunia

kerja terutama dilingkungan BPKP

4. Praktikan menyadari kekurangan yang dimiliki selama pelaksanaan

PKL, sehingga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus

dipersiapkan kelak ketika ingin bekerja di instansi pemerintahan

5. Praktikan menyadari masih banyak ilmu yang harus terus dipelajari

untuk menambah wawasan

Dan kesimpulan bagi pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan, praktikan

mendapatkan ilmu bahwasannya Barang Milik Negara adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik

Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan barang yang berasal

dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi,

efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik

Negara meliputi  Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan,

Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian,

Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan,

Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

B. Saran

Saran yang dapat diberikan praktikan sesuai dengan pengalaman yang

telah diterima iyalah praktikan menyarankan:

1. Bagi Mahasiswa yang selanjutnya akan melaksanakan PKL

1. Mahasiswa diharapkan mengikutin alur administrasi yang

baik dari tahap permintaan surat izin PKL dari bagian

kemahasiswaan hingga memasukan surat tersebut ke

kantor/perusahaan terkait.

2. Mahasiswa sebaiknya mencari beberapa perusahaan yang

bersekala nasional/internasional untuk menambah relasi

pada saat mahasiswa telah lulus dan akan memasuki dunia

kerja
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3. Terus menggali ilmu pengetahuan sesuai jurusan kuliah

supaya nantinya pada saat melakukan pekerjaan sudah

mengetahui apa maksud dan tujuan pekerjaan tersebut

4. Memperbaiki sikap sosial dari dalam diri agar nantinya

mudah untuk beradaptasi pada lingkungan baru

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ

1. Memastikan Waktu dan tanggal yang tepat dari tahap

pembuatan surat izin PKL hingga waktu sidang PKL

2. Memiliki rekomendasi perusahaan/instansi pemerintah

yang sebaiknya dipilih mahasiswa

3. Terus menjaga hubungan baik dengan perusahaan/instansi

pemerintahan tempat mahasiswa melakukan PKL agar

nantinya memudahkan lulusan FE pada saat ingin

memasukan lamaran pekerjaan.

3. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

1. Penulis berharap agar BPKP Pusat lebih banyak memberi

kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan

PKL

2. Bisa terus menjalin hubungan baik dan bisa memberikan

kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja pada kantor

BPKP Pusat setelah menyelesaikan masa studi S1
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